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Abstrak

Penerapan manajemen strategis dalam peningkatan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) merupakan upaya
pemerintah desa dalam memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat di tengah dinamika perubahan
sosial. Pemerintah Desa Kwangsan mengimplementasikan strategi peningkatan ketahanan sosial sebagai
bagian dari pembangunan sosial berbasis partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan publik. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategis Pemerintah Desa Kwangsan dalam meningkatkan
Indeks Ketahanan Sosial dengan menggunakan tahapan manajemen strategis menurut Ahmad (2020) yang
meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan
penelitian terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Desa Kwangsan. Analisis data dilakukan melalui
reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen
strategis di Desa Kwangsan telah berjalan secara progresif dan adaptif. Pada tahap formulasi, pemerintah
desa telah mengidentifikasi kekuatan berupa modal sosial dan kapasitas kelembagaan, serta tantangan
berupa menurunnya partisipasi pada beberapa indikator IKS. Implementasi strategi diwujudkan melalui
penguatan kegiatan sosial dan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Evaluasi dilakukan melalui
peninjauan program dan penyesuaian pendekatan kegiatan, meskipun belum sepenuhnya didukung
indikator kinerja yang terukur dan terdokumentasi secara sistematis.

Kata Kunci: Manajemen Strategis, Indeks Ketahanan Sosial, Implementasi Strategi, Evaluasi Strategi,
Pemerintah Desa.

Abstract

The implementation of strategic management in improving the Social Resilience Index (Indeks Ketahanan
Sosial/IKS) represents an effort by village governments to strengthen social cohesion and community
stability amid social dynamics and modernization. The Government of Kwangsan Village has implemented
strategies to enhance social resilience through community participation and public service innovation. This
study aims to analyze the strategic management process of Kwangsan Village Government in improving
the Social Resilience Index by applying the strategic management framework proposed by Ahmad (2020)
and the strategy evaluation perspective of David & David (2017), which includes strategy formulation,
implementation, and evaluation. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were
collected through interviews, observation, and documentation. The informants consisted of village officials
and community members. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and
conclusion drawing. The results indicate that strategic management in Kwangsan Village has been
implemented in a progressive and adaptive manner. In the formulation stage, the village government
identified internal strengths such as social capital and institutional capacity, as well as challenges
including declining participation in several IKS indicators. Strategy implementation was carried out
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through strengthening social activities and digital-based public service innovations. Strategy evaluation
was conducted through program review and adjustment of approaches; however, it has not been fully
supported by systematically documented and measurable performance indicators.

Keywords: Strategic Management, Social Resilience Index, Strategy Implementation, Strategy

Evaluation, Village Government.

PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan cabang ilmu sosial
yang mempelajari bagaimana negara mengelola
kepentingan umum secara efektif dan efisien untuk
mencapai  tujuan  bernegara serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya,
administrasi publik tidak hanya berfokus pada birokrasi
dan pengambilan keputusan, tetapi juga pada dinamika
hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Praktik administrasi
publik modern menuntut adanya profesionalisme aparatur,
kemampuan manajerial, serta integritas dalam menjaga
kepercayaan publik.

Seiring dengan perkembangan tersebut, paradigma
administrasi publik mengalami pergeseran menuju
pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif.
Pendekatan collaborative governance menempatkan
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam posisi
sejajar untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan
publik. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi
melalui konsep e-government juga menjadi bagian penting
dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan
publik, termasuk di tingkat desa.

Reformasi  administrasi publik di Indonesia
diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi yang
memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah
daerah, termasuk desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa memberikan legitimasi bagi desa untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara
mandiri. Dalam konteks ini, desa tidak lagi hanya sebagai
pelaksana kebijakan, tetapi menjadi aktor utama dalam
pembangunan lokal.

Salah satu instrumen untuk mengukur
perkembangan desa adalah Indeks Desa Membangun
(IDM), yang mencakup tiga dimensi utama, Yyaitu
ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan
lingkungan. Dari ketiga dimensi tersebut, Indeks
Ketahanan Sosial (IKS) menjadi aspek yang paling
dinamis karena sangat dipengaruhi oleh partisipasi

tingkat

masyarakat, aktivitas sosial, serta kualitas pelayanan
dasar. Kondisi ini menyebabkan IKS sering menjadi faktor
penentu dalam naik turunnya status desa.

Indeks Ketahanan Sosial (IKS) merupakan indikator
penting dalam menilai kapasitas masyarakat desa dalam
menjaga stabilitas dan kohesi sosial. Ketahanan sosial
tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan dasar
seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mencakup

partisipasi masyarakat, solidaritas sosial, rasa aman, serta
keberfungsian lembaga kemasyarakatan. Dalam perspektif
administrasi publik, ketahanan sosial menjadi fondasi
utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah
dengan jumlah desa terbesar di Indonesia sekaligus
memiliki jumlah Desa Mandiri tertinggi, yaitu sebanyak
2.800 desa atau sekitar 22,5% dari total nasional (BPS,
2024). Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah
penyumbang utama dengan 216 desa berstatus mandiri
dari total 318 desa yang tersebar di 18 kecamatan
berdasarkan data IDM tahun 2024. Kondisi ini
menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten
Sidoarjo telah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi.
Namun demikian, capaian tersebut juga memperlihatkan
adanya variasi antarwilayah, di mana desa dengan
karakteristik semi-perkotaan dan dukungan infrastruktur
yang memadai cenderung lebih cepat berkembang
dibandingkan desa di wilayah pinggiran.

Walaupun IDM terdiri atas 3 dimensi, berbagai studi
menunjukkan bahwa ketahanan sosial (IKS) merupakan
dimensi yang paling fluktuatif dan paling sering menjadi
faktor penyebab naik-turunnya status desa. Dimensi sosial
sangat dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, aktivitas
lembaga desa, dan kualitas pelayanan dasar faktor yang
tidak stabil seperti aspek ekonomi dan infrastruktur.
Karena itu, banyak desa yang telah mencapai status
mandiri secara administratif tetap berisiko mengalami
penurunan peringkat apabila tidak mampu menjaga
ketahanan sosialnya. Di Kabupaten Sidoarjo, yang
memiliki ratusan desa dengan capaian IDM tinggi,
persoalan konsistensi pada aspek sosial juga menjadi
tantangan umum yang dihadapi pemerintah desa. Dengan
demikian, fokus pada Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
menjadi penting karena dimensi inilah yang paling
menentukan keberlanjutan status Desa Mandiri, sekaligus
berada langsung dalam ruang kewenangan pemerintah
desa untuk diperbaiki melalui strategi yang tepat.

Dalam konteks tersebut, Desa Kwangsan menjadi
salah satu contoh desa mandiri yang menonjol di
Kabupaten Sidoarjo. Desa ini terletak di Kecamatan Sedati
dengan luas wilayah 1,79 km? dan jumlah penduduk
mencapai 3.873 jiwa (BPS, 2024). Untuk melihat posisi
Desa Kwangsan secara lebih komprehensif, berikut
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disajikan perbandingan nilai Indeks Desa Membangun
(IDM) tahun 2024.

Tabel 1. Data Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi
Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, dan
Desa Kwangsan Tahun 2024

Wilayah | Jumlah | Rata- Jumlah | Persenta
Desa Rata Desa se Desa

Nilai Mandiri | Mandiri
IDM (%)

Provinsi | 7.724 0.742 2.800 36,26%

Jawa

Timur

Kabupat | 322 0.786 216 67,08%

en

Sidoarjo

Kecamat | 16 0.802 6 37,5%

an

Sedati

Desa 1 0.8673 1 100%

Kwangs

an

Sumber: Diolah dari Kemendes PDTT

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Desa
Kwangsan memiliki nilai IDM yang lebih tinggi
dibandingkan wilayah di atasnya dan telah mencapai status
Desa Mandiri. Meskipun demikian, capaian tersebut tidak
sepenuhnya mencerminkan kekuatan pada seluruh
dimensi pembangunan, khususnya pada aspek ketahanan
sosial yang masih relatif lebih rendah dibandingkan
dimensi lainnya.

Dalam konteks tersebut, komposisi Indeks Desa
Membangun (IDM) Desa Kwangsan menunjukkan adanya
ketimpangan kontribusi antar dimensi, terutama pada
Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang menjadi fokus
penelitian ini.

IKS: 33.4%
IKL: 38.4%

3 [ 2817

D\:' 7
.ml_ 1

38.43198%

-
—

IKE: 28.2%

Gambar 1. Komposisi Indeks Desa Membangun
(IDM) Desa Kwangsan Tahun 2024
Sumber: Kemendesa PDTT, 2024

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM)
tahun 2024 dari Kementerian Desa PDTT, Desa
Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
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memperoleh nilai IDM sebesar 0,8673 dengan status Desa
Mandiri. Namun, kontribusi Indeks Ketahanan Sosial
(IKS) terhadap komposit IDM hanya sebesar 33,39%,
lebih rendah dibandingkan Indeks Ketahanan Lingkungan
(38,43%) dan Indeks Ketahanan Ekonomi (28,17%)
Kondisi menunjukkan bahwa meskipun Desa
Kwangsan telah berstatus mandiri, ketahanan sosial
masyarakatnya masih relatif lemah. Beberapa indikator
sosial seperti ketersediaan ruang publik (skor 1) dan sistem
keamanan lingkungan atau siskamling (skor 1) menjadi
catatan penting dalam rekomendasi IDM.

Secara geografis, Desa Kwangsan terletak di
Kecamatan Sedati dan berada di wilayah yang berbatasan
dengan kawasan perkotaan serta dekat dengan Bandara
Internasional Juanda. Kondisi ini menjadikan Desa
Kwangsan memiliki karakteristik semi-perkotaan (urban
fringe) dengan dinamika yang kompleks.
Karakteristik tersebut berimplikasi pada pola partisipasi
masyarakat yang cenderung fluktuatif, terutama dalam
kegiatan sosial dan kelembagaan desa.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya
tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan

ni

sosial

organisasi  kemasyarakatan. Hal ini  berpotensi
memengaruhi  stabilitas  ketahanan  sosial  serta
keberlanjutan status Desa Mandiri apabila tidak

diantisipasi dengan strategi yang tepat. Apabila kondisi ini
tidak diperkuat, desa berpotensi mengalami
penurunan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang
dapat berdampak pada perubahan status desa. Hal ini
menunjukkan bahwa status Desa Mandiri bersifat dinamis
dan memerlukan upaya berkelanjutan dalam menjaga
stabilitas sosial masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak
menyoroti pembangunan desa dari aspek ekonomi,
pemberdayaan masyarakat, maupun inovasi kelembagaan.
Namun, kajian yang secara spesifik membahas strategi
pemerintah desa dalam meningkatkan Indeks Ketahanan
Sosial (IKS) pada desa berstatus mandiri masih relatif
terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan
dengan memfokuskan pada strategi pemerintah desa
dalam memperkuat ketahanan sosial sebagai upaya
mempertahankan status Desa Mandiri.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan
pendekatan manajemen strategis yang mencakup
formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi secara
sistematis. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah
desa untuk merancang kebijakan yang adaptif, partisipatif,
dan berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan sosial
masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Kwangsan
dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) pada
status Desa Mandiri. Penelitian ini diharapkan dapat

maka
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memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan
kajian administrasi publik, khususnya terkait manajemen
strategis di tingkat desa, serta memberikan manfaat praktis
sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam
merumuskan kebijakan pembangunan sosial yang lebih
efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih
untuk memahami secara mendalam fenomena strategi
pemerintah desa dalam meningkatkan Indeks Ketahanan
Sosial (IKS) pada Desa Kwangsan. Penelitian kualitatif
memungkinkan peneliti menggali
komprehensif terkait proses perumusan, implementasi,
dan evaluasi strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Penelitian ini Desa Kwangsan,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan subjek
penelitian diantaranya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Kader Desa, serta masyarakat sebagai penerima manfaat
program. Penentuan informan dilakukan menggunakan
teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan
secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai
dengan kebutuhan penelitian.

Fokus penelitian ini menggunakan teori Manajemen
Strategis yang dikemukakan oleh Ahmad, (2020) yang
terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: (1) formulasi
strategi, (2) implementasi strategi, dan (3) evaluasi
strategi. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk melihat
bagaimana pemerintah desa merancang, melaksanakan,
dan menilai strategi dalam upaya memperkuat ketahanan
sosial masyarakat.

Sumber data penelitian meliputi data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan
observasi secara langsung di lapangan, sedangkan data
sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan,
serta data Indeks Desa Membangun (IDM) yang relevan
dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang
sesuai dengan fokus penelitian.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah
peneliti sendiri (human instrument) yang didukung dengan
pedoman wawancara dan lembar observasi. Selanjutnya,
analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan
Huberman dalam Sugiyono (2023) yang meliputi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta
penarikan kesimpulan.

informasi secara

dilaksanakan di

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen strategis dalam sektor publik merupakan
proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang
bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam

jangka panjang. Dalam konteks pemerintahan desa,
penerapan manajemen strategis menjadi penting untuk
memastikan bahwa program pembangunan mampu
menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan
ketahanan sosial.

Di Desa Kwangsan, strategi pemerintah desa diarahkan
pada peningkatan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) melalui
penguatan aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan kerangka
manajemen strategis menurut Ahmad (2020), yang
meliputi formulasi strategi, implementasi strategi, dan
evaluasi strategi.

1. Formulasi Strategi

Formulasi strategi di Desa Kwangsan dilakukan
dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat
serta indikator dalam Indeks Ketahanan Sosial. Pada
bidang kesehatan, pemerintah desa merumuskan
program dengan berorientasi pada kebutuhan
masyarakat, seperti optimalisasi pelayanan posyandu
yang terintegrasi serta pemberian makanan tambahan
bagi kelompok rentan. Proses perumusan ini juga
melibatkan kader kesehatan yang berperan sebagai
sumber mengenai
masyarakat di lapangan. Hal tersebut menunjukkan
bahwa perencanaan yang dilakukan tidak hanya
bersifat fop-down, tetapi juga mempertimbangkan
kondisi empiris di masyarakat. Meskipun demikian,
tingkat partisipasi masyarakat dalam program
kesehatan masih menunjukkan variasi, yang
mengindikasikan bahwa penyebaran informasi
belum sepenuhnya merata.

Pada bidang pendidikan, formulasi strategi
dilakukan dengan menyesuaikan keterbatasan sarana
pendidikan di dalam desa. Pemerintah desa lebih
menekankan pada pemanfaatan akses pendidikan di
wilayah sekitar, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia melalui pelatihan kader, serta pemberian
bantuan perlengkapan sekolah bagi anak usia
pendidikan. Pendekatan ini menunjukkan adanya
upaya adaptif terhadap kondisi desa, meskipun
belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan
masyarakat, khususnya terkait pendidikan nonformal
yang masih belum tersedia.

Sementara itu, pada bidang sosial, pemerintah
desa merumuskan strategi melalui optimalisasi
program bantuan sosial, penguatan perlindungan
anak melalui program PATBM, serta pemberdayaan
ekonomi masyarakat melalui pelatthan UMKM.
Strategi yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada
bantuan, tetapi juga mengarah pada peningkatan
kemandirian masyarakat. Namun demikian, dalam
pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam

informasi  utama kondisi
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penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga
tidak semua program dipahami secara menyeluruh.
Dengan demikian, formulasi strategi yang
dilakukan Pemerintah Desa Kwangsan telah
mencerminkan tahapan formulasi strategi menurut
Ahmad (2020), karena disusun berdasarkan kondisi
internal dan eksternal serta melibatkan aktor lokal
seperti kader. Namun, masih terdapat kelemahan
pada aspek komunikasi yang berdampak pada
partisipasi masyarakat yang belum merata.
2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi di Desa Kwangsan
dilakukan melalui berbagai program yang
berfokus pada peningkatan ketahanan sosial
masyarakat. Pada  bidang  keschatan,
pelaksanaan strategi diwujudkan melalui
kegiatan posyandu terintegrasi, pemberian
makanan tambahan, serta program edukasi
seperti Sekolah Orang Tua Hebat. Program-
program  tersebut menunjukkan  bahwa
pemerintah desa tidak hanya berfokus pada
pelayanan kesehatan, tetapi juga pada upaya
promotif dan preventif. Peran kader kesehatan
dalam menjangkau masyarakat juga menjadi
faktor penting dalam pelaksanaan strategi,
meskipun partisipasi masyarakat masih belum
merata.

Berdasarkan pelaksanaan tersebut, dapat
dilihat bahwa implementasi strategi pada
bidang kesehatan telah berjalan dengan baik
dan mendukung peningkatan ketahanan sosial
masyarakat, khususnya pada aspek kesehatan.
Namun  demikian,  tingkat  partisipasi
masyarakat yang belum merata menunjukkan
bahwa masih diperlukan penguatan dalam
penyebaran  informasi dan  keterlibatan
masyarakat agar manfaat program dapat
dirasakan secara lebih luas.

Pada bidang pendidikan, implementasi
strategi dilakukan melalui optimalisasi akses
pendidikan ke luar desa, pemberian bantuan
perlengkapan  sekolah, serta  kegiatan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia
melalui pelatihan. Strategi ini menunjukkan
adanya penyesuaian terhadap keterbatasan
fasilitas pendidikan di desa, sehingga
pelaksanaannya bersifat adaptif terhadap
kondisi yang ada.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh
Sekretaris Desa Kwangsan:

“Dalam pelaksanaannya, masyarakat
tetap bisa menyekolahkan anak-
anaknya ke jenjang yang lebih tinggi
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meskipun fasilitas sekolah lanjutan
tidak tersedia di dalam desa. Untuk
tingkat SMP dan SMA, masyarakat
memanfaatkan sekolah yang berada
di wilayah sekitar desa.”
(Wawancara, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
implementasi  strategi  pendidikan  lebih
menekankan pada pemanfaatan akses eksternal
dibandingkan penyediaan fasilitas internal.
Pendekatan ini mencerminkan adanya strategi
yang adaptif terhadap keterbatasan sarana
prasarana pendidikan di desa.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya
masih terdapat kendala yang dihadapi oleh
masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan
oleh Ibu Ani sebagai salah satu warga:

“Kalau sekolah memang harus keluar
desa, tapi sekarang juga ada kendala
zonasi, jadi tidak selalu mudah untuk
bisa masuk sekolah negeri.”
(Wawancara, 2026)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa
dalam implementasi strategi pendidikan
terdapat  faktor  eksternal yang turut
mempengaruhi efektivitas akses pendidikan
masyarakat. Meskipun secara geografis akses
pendidikan tergolong dekat, kebijakan zonasi
menjadi salah satu kendala dalam memperoleh
akses pendidikan, khususnya pada sekolah
negeri.

Selain itu, implementasi strategi juga
dilakukan  melalui  pemberian  bantuan
perlengkapan sekolah kepada anak usia
pendidikan. Bantuan ini diberikan secara rutin
setiap tahun dan disesuaikan dengan kondisi
anggaran desa. Program tersebut bertujuan
untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan pendidikan,
sehingga keberlangsungan pendidikan anak
tetap terjaga.

Berdasarkan pelaksanaan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa implementasi strategi pada
bidang pendidikan telah berjalan secara adaptif
melalui pemanfaatan akses eksternal dan
pemberian dukungan pendidikan. Namun
demikian, keterbatasan pada aspek pendidikan
nonformal serta kendala eksternal seperti
kebijakan  zonasi menunjukkan  bahwa
kontribusinya terhadap peningkatan ketahanan
sosial, khususnya pada aspek pendidikan,
belum optimal.
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Pada bidang sosial, implementasi strategi
dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial,

pelaksanaan program perlindungan anak
berbasis masyarakat, serta kegiatan
pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan

UMKM. Selain itu, kegiatan sosial seperti
forum anak desa juga menjadi bagian dari
upaya meningkatkan partisipasi dan kohesi
sosial masyarakat. Pelaksanaan program sosial
tersebut dapat dilihat pada
kegiatan berikut:

Berdasarkan pelaksanaan tersebut, dapat
dilihat bahwa implementasi strategi pada
bidang sosial telah berjalan melalui kombinasi
antara bantuan dan pemberdayaan
masyarakat. Program yang dijalankan tidak
hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan
dasar, tetapi juga pada upaya peningkatan
kemandirian dan partisipasi masyarakat.
Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian
Rusmaningsih dan Kusumastuti (2023) yang
menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat
dan inovasi sosial memiliki peran penting
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
desa serta memperkuat
Namun demikian, masih terdapat perbedaan

dokumentasi

sosial

ketahanan sosial.

persepsi terkait pemerataan bantuan serta
keterlibatan masyarakat dalam kegiatan
pemberdayaan, sehingga kontribusinya
terhadap peningkatan ketahanan sosial belum
optimal.
Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi di Desa Kwangsan

dilakukan melalui kegiatan monitoring dan
koordinasi antara pemerintah desa dan kader
sebagai pelaksana di lapangan. Pada bidang
kesehatan, evaluasi dilakukan dengan melihat

pelaksanaan  program seperti posyandu,
pemberian makanan tambahan, serta kegiatan
edukasi masyarakat. Hasil evaluasi

menunjukkan bahwa program telah berjalan
dengan Dbaik, tingkat partisipasi
masyarakat masih perlu ditingkatkan agar
manfaat program dapat dirasakan secara lebih
luas.

Pada bidang pendidikan, evaluasi dilakukan
dengan memperhatikan akses pendidikan
masyarakat serta efektivitas bantuan yang
diberikan. Meskipun strategi yang dijalankan
telah mampu mendukung keberlangsungan
pendidikan, masih terdapat keterbatasan pada
aspek pendidikan nonformal serta kendala

namun

eksternal yang mempengaruhi akses pendidikan
masyarakat.

Sementara itu, pada bidang sosial, evaluasi
dilakukan dengan melihat ketepatan sasaran
bantuan, pelaksanaan program perlindungan
anak, serta partisipasi masyarakat
kegiatan = pemberdayaan. Hasil
menunjukkan bahwa program sosial telah
berjalan dan memberikan manfaat bagi
masyarakat, namun masih terdapat persepsi
terkait  ketidakmerataan
keterbatasan partisipasi
program pemberdayaan.

Secara keseluruhan, strategi
Kwangsan dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial
telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan manajemen
strategis, mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga
evaluasi. Namun demikian, masih diperlukan penguatan
pada aspek komunikasi, pemerataan program, serta

dalam
evaluasi

bantuan  serta

masyarakat dalam

Pemerintah Desa

peningkatan partisipasi masyarakat agar strategi yang
dijalankan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan
berkelanjutan.
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PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi
Pemerintah Desa Kwangsan dalam meningkatkan Indeks
Ketahanan Sosial (IKS), dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan manajemen strategis telah berjalan melalui
tiga tahapan utama, yaitu formulasi strategi, implementasi
strategi, dan evaluasi strategi.

Pada tahap formulasi strategi, pemerintah desa telah
menyusun program dengan mempertimbangkan kondisi
riil masyarakat serta melibatkan kader sebagai sumber
informasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses
perencanaan telah mengarah pada pendekatan partisipatif
dan berbasis kebutuhan. Namun demikian, masih terdapat
keterbatasan pada aspek komunikasi yang menyebabkan
partisipasi masyarakat belum merata.
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Pada tahap implementasi strategi, berbagai program
telah dilaksanakan pada bidang kesehatan, pendidikan,
dan sosial. Bidang kesehatan menunjukkan pelaksanaan
yang cukup optimal melalui kegiatan promotif dan
preventif seperti posyandu terintegrasi dan edukasi
masyarakat. Pada bidang pendidikan, strategi dilakukan
secara adaptif melalui pemanfaatan akses pendidikan di
luar desa serta pemberian bantuan pendidikan, meskipun
masih menghadapi kendala seperti
pendidikan nonformal dan faktor eksternal berupa
kebijakan zonasi. Sementara itu, pada bidang sosial,
implementasi dilakukan melalui bantuan sosial dan
pemberdayaan masyarakat, terdapat
perbedaan persepsi terkait pemerataan bantuan dan
partisipasi masyarakat.

Pada tahap evaluasi strategi, pemerintah desa telah
melakukan monitoring dan koordinasi dengan kader
sebagai pelaksana di lapangan. Hasil
menunjukkan bahwa program yang dijalankan telah
memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan
sosial masyarakat, namun belum optimal dalam aspek
pemerataan manfaat dan keterlibatan masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi
Kwangsan telah sesuai dengan tahapan manajemen
strategis, namun masih memerlukan penguatan pada aspek
komunikasi, pemerataan program, dan peningkatan
partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan Indeks
Ketahanan Sosial secara lebih optimal dan berkelanjutan.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut.

1. Pemerintah Desa Kwangsan perlu menyusun
indikator kinerja strategis yang terintegrasi secara
langsung dengan komponen Indeks Ketahanan
Sosial (IKS). Indikator tersebut dapat dituangkan
dalam bentuk dashboard monitoring desa yang
diperbarui secara berkala (misalnya per
triwulan), dengan memuat target dan capaian
seperti persentase kehadiran posyandu, jumlah
warga yang terlibat dalam kegiatan sosial, serta
jumlah penerima bantuan yang tervalidasi.
Penyusunan indikator ini dapat melibatkan
perangkat desa dan kader sebagai pengumpul
data lapangan.

2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam keamanan lingkungan, pemerintah desa
dapat mengembangkan program “Kwangsan
Smart Security”, yaitu sistem keamanan berbasis
kombinasi teknologi dan partisipasi warga.
Program ini dapat berupa pemasangan CCTV di
titikk rawan, pembentukan grup koordinasi
keamanan berbasis WhatsApp per RT, serta

keterbatasan

namun masih

evaluasi

Pemerintah Desa
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penerapan jadwal ronda fleksibel berbasis
kesepakatan warga. Selain itu, dapat ditunjuk
koordinator keamanan lingkungan di setiap RT

sebagai penghubung antara warga dan
pemerintah desa.
Dalam  rangka  memperkuat pendidikan

nonformal, pemerintah desa dapat membentuk
program “Kelas Warga Kwangsan” yang
dilaksanakan secara berkala di balai desa atau
tingkat RT/RW. Program ini dapat berupa
pelatihan kewirausahaan, kelas literasi digital,
pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga,
serta pelatihan keterampilan praktis lainnya.
Pelaksanaan kegiatan dapat bekerja sama dengan
dinas terkait atau menghadirkan narasumber dari
luar.

Pemerintah desa perlu mengoptimalkan peran
kelembagaan lokal dengan membentuk “Tim
Penggerak Sosial Desa” yang terdiri dari unsur
RT, RW, PKK, dan Karang Taruna. Tim ini dapat
bertugas merancang dan melaksanakan kegiatan
rutin seperti kerja bakti bulanan, forum warga,
serta kegiatan sosial lainnya. Pemerintah desa
dapat memberikan pelatihan manajemen kegiatan
kepada tim ini agar pelaksanaan program lebih
terstruktur.
Mekanisme evaluasi program desa perlu
diperkuat melalui penyusunan laporan evaluasi
berbasis format baku yang disusun secara berkala
(misalnya setiap 6 bulan). Laporan ini dapat
memuat indikator capaian program, tingkat
partisipasi masyarakat, serta kendala
pelaksanaan. Selain itu, hasil evaluasi dapat
dipresentasikan dalam forum musyawarah desa
sebagai bentuk transparansi dan bahan perbaikan
program.

Inovasi pelayanan publik berbasis digital melalui
aplikasi SIPRAJA dan PLAVON perlu terus
dikembangkan, tidak hanya sebagai sarana
pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai media
komunikasi publik. Pemerintah desa dapat
memanfaatkan  platform  tersebut  untuk
menyebarluaskan informasi kegiatan, jadwal
program, serta edukasi kepada masyarakat,
sehingga dapat meningkatkan akses informasi
dan partisipasi warga secara lebih luas.
Pemerintah desa perlu memperkuat komunikasi
publik dengan membentuk agenda rutin forum
warga, seperti pertemuan bulanan di tingkat
RT/RW atau forum dialog desa setiap triwulan.
Forum ini dapat dimanfaatkan untuk
menyampaikan program desa, menerima aspirasi
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masyarakat, serta mengevaluasi kegiatan yang
telah dilaksanakan.

8. Pemerintah Desa Kwangsan dapat menginisiasi
program “Kwangsan Community Forum”, yaitu
forum interaksi warga berbasis komunitas yang
dilaksanakan secara fleksibel, baik
langsung maupun daring. Forum ini dapat
membahas

s€cara

isu-isu sosial seperti keamanan,
pendidikan, dan kegiatan masyarakat, serta
menjadi wadah kolaborasi antarwarga. Kegiatan
ini dapat dijadwalkan secara rutin, misalnya
setiap akhir pekan atau menyesuaikan waktu

luang masyarakat.
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